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Abstrak
Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana strategi komunikasi politik Partai Lokal terhadap implementasi perdamaian Aceh dan dampak strategi komunikasi politik Partai Lokal dalam implementasi perdamaian Aceh. Penelitian ini menggunakan teori strategi komunikasi politik yang etis, elegan dan secara profesionalPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian berasal dari partai politik lokal, perwakilan Partai Nanggroe Aceh, juru runding perdamaian MoU Helsinki dan aktivis perdamaian Aceh yang memiliki informasi mengenai objek penelitian  dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi komunikasi politik  yaitu dengan menguasai kursi legislatif dan eksekutif keharusan oleh partai lokal Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh bertujuan menginisiasi baik politik (kebijakan) dan regulasi (Qanun) dan menambah nilai tawar dalam komunikasi dan politik kepada Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Aceh untuk merealiasikan butir-butir MoU Helsinki, kedua pengguasan penuh kursi legislatif dan eksekutif oleh Partai  Lokal (Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh) dan bersatu kembali dalam satu komando Gerakan Aceh Merdeka maka pengelolaan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai harapan dan cita-cita MoU Helsinki, selain itu melahirkan Qanun dan keputusan yang berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh.

Kata Kunci: Analisis Isi, Kekerasan Verbal, Film Parasite
Abstract
The film Parasite by Bong Joon Hoo is a film that tells about the conflict that occurs between a rich family and a poor family that shows social inequality, so that this film is judged to use a lot of verbal violence. This quantitative content analysis research was carried out with the hope of being able to describe the frequency of verbal violence in Parasite Film and educate readers about the elements of verbal violence that occur in Parasite Film. The method used in this study is a descriptive quantitative method. The unit of analysis of this research is all scenes of verbal violence in the film Parasite. There are two sources of data in this research, namely primary data sources through the film Parasite and secondary data sources from documentation and literature studies. The population of this research is all scenes in the film Parasite which has a duration of 2 hours 12 minutes. Determination of the sample of this study using purposive sampling technique. The results obtained from this study are the frequency of verbal violence scenes in Parasite Film in 2019 found 44 times verbal violence with insulting indicators 17 times with a percentage of 39%, said rudely 7 times with a percentage of 16%, shouted 9 times with a percentage of 20 %, threatened 4 times with a percentage of 9%, and scolded 7 times with a percentage of 16%. Thus, it can be concluded that verbal violence that is mostly done is insulting and yelling.
Keywords: Content Analysis, Verbal Violence, Parasite Movie

PENDAHULUAN
Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan tersebut, komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan meghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disamapaikan. Di dalam komunikasi politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak yang berwewenang yang diterima untuk suatu masyarakat dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu, Komunikasi politik sangat penting dan menentukan dalam pemerintahan dan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainya untuk memengaruhi, memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.
[bookmark: _Hlk122355554]Kehadiran Partai Politik Lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia dalam menjaga perdamain dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan hadirnya Partai Politik Lokal merupakan tambahan strategi Indonesia untuk penyampaian aspirasi politik masyarakatnya. Khususnya di Aceh, kehadiran Partai Politik Lokal memberikan harapan baru untuk menjaga perdamaian Aceh yang berkelanjutan. 

Kehadiran Partai Politik lokal tentunya penuh dengan skema-skema strategi komunikasi oleh kedua belah pihak, yaitu Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Partai Politik adalah sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk mendapatkan posisi/kedudukan yang di inginkan. Hal ini sejalan dengan pendapat  Rudianto dan sudjijono yang secara umum mendefinisikan bahwa partai politik adalah suatu institusi (kelembagaan) sosial yang terorganisasi, tempat keberadaan orang-orang atau golongan-golongan yang sepandangan (sealiran) politik, berusaha untuk memperoleh serta menggunakan dan mempertahankan kekuasaan politik supaya dapat mempengaruhi kebijakan umum (mengikat masyarakat) dalam kehidupan kenegaraan (Ishak, 2011:36). Oleh karena itu, keberadaan partai politik lokal di Aceh merupakan bagian hasil konsensus dari strategi komunikasi politik daerah untuk menggiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik berbasis pada resolusi konflik.
[bookmark: _Hlk122355610]Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu setiap manusia memiliki perbedaan harkat, martabat kemanusiaan, hak dan kewajiban serta tanggungjawab atas tindakannya sendiri. Hal ini merupakan perilaku hidup manusia yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan hidupnya yang sebagian adalah sebagai pelaku politik.
Kehadiran partai politik lokal merupakan wujud apresiasi dari keberlangsungan perdamaian di Aceh. Ruang politik bagi masyarakat lokal dibuka  oleh pemerintah. Hal ini bahkan menjadi kesempatan untuk mengakhiri transisi politik dan mengarahkannya kedalam situasi yang lebih permanen untuk berdemokrasi. Partai politik lokal menjadi elemen penting bagi terjaganya perdamaian antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia di Aceh dikarenakan sifatnya  yang mengakomodir kepentingan rakyat Aceh.  Partai politik lokal dibingkai bukan oleh kekhasan ideologis yang berbeda dengan partai politik nasional, tetapi oleh kompetensi kewilayahan. Partai politik lokal memiliki kesempatan untuk melakukan kontestasi politik di Aceh.
Keberadaan partai politik lokal di Aceh mewarnai konstalasi politik Aceh yang sebelumnya terwujud dengan persaingan partai nasional di Aceh sendiri. Keberadaanya partai lokal yang merupakan perwujudan dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki ini adalah konsekuensi dari pemasukan unsur-unsur masyarakat Aceh yang tidak dapat diabaikan. Apalagi keputusan pendirian partai lokal Aceh ini juga menjadi petunjuk bagi adanya aspirasi dari mantan anggota GAM untuk berpartisipasi dalam proses politik secara demokratis dalam merawat perdamaian Aceh yang abadi.  
Munculnya partai politik lokal merupakan hasil kesepakatan perdamaian di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia melalui Penandatangan MoU (Memorendum Of Understanding) antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia. Merupakan awal dari harapan baru bagi seluruh rakyat Aceh akan hidup yang lebih baik, aman dan damai. Pasca penandatangan MOU tersebut Aceh diberikan wewenang untuk dapat hidup mandiri, baik itu dibidang ekonomi maupun politik dan hukum.
Salah satu butir kesepakatan dalam kesepakatan damai Helsinki adalah partai lokal. Butir 1.2.1.
“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penendatangan Nota Kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi masyarakat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintahan RI dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut” (Lihat MoU RI-GAM, 2005)

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Respon masyarakat Aceh tentang keberadaan partai politik lokal positif. Survei Lembaga Suvei Indonesia (LSI) pada 28 Juli-2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan manyoritas masyarakat Aceh mendukung pembentukan partai politik lokal (Survei Lembaga Suvei Indonesia LSI, 2005& 2006).
 Keberadaan partai lokal ini sudah pernah dilontarkan pakar politik Indonesia dari Ohio State University, Prof  William Liddle berpendapat yang mengatakan bahwa dimaklumi bahwa partai lokal tidak dibolehkan di Indonesia, tetapi kalau ada kemauan atas inisiatif bagian dari strategi komunikasi politik pasti ada cara Aceh damai. Setidaknya beri kesempatan GAM ikut bersaing dalam pemilihan umum di Aceh.
Keberadaan partai lokal awalnya tidak mendapat respon dengan baik. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Widodo AS pada 7 Juni 2005 usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta kepada wartawan menjelaskan Indonesia menolak pembentukan partai politik lokal di Aceh seperti keinginan GAM yang dilontarkan di Helsinki. Disebutkan, tuntutan ini tak mungkin diakomodasikan  termasuk keinginan melakukan pemilihan lokal karena sudah ada perundang-undangan yang mengakomodasi itu semua. “Dalam UUD 1945 tidak dikenal partai lokal. Yang ada partai politik nasional.
Tapi melalui strategi komunikasi yang jitu dimainakn Jusuf Kalla, semuanya mencair. Akhirnya Partai lokal diboleh dan di Aceh terbitlah qanun. Menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal. Pembahasan parlok pun tertera dalam MoU Helsinki. Tidak diragukan lagi JK pasang badan mengusung parlok dari meja runding. Kehadiran parpol lokal menjadi titian penting bagi proses transisi perdamaian Aceh.  Menerima kekalahan dengan lapang dada dan menghargai yang menang dalam setiap kontestasi pemilu (Deklarasi Pemilu Damai, 2014).
Walau sudah meraih perdamaian, partai lokal dan Syariat Islam, tapi kemiskinan dengan keterbatasan sumber daya manusia terus mendera Aceh. Di Aceh hari ini terkadang yang diperdebatkan bukan substansial visi misi yang realistis, tapi yang dipertontonkan kegagalan-kegagalan para ekskombatan dalam memimpin Aceh. Sehingga perlu diketahui kontribusi parlok yang dapat mempertahankan perdamaian Aceh, pembangunan Aceh berkelanjutan secara besar-besaran. Pemimpin terpilih yang mampu menjadi mediator, pemimpin yang baik dan berkualitas. Rakyat Aceh, membutuhkan rasa aman, damai, pembangunan berjalan, ekonomi meningkat, tanpa pelanggaran hak-hak asasi, sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan ruang publik menjadi penting diperjuangkan.
Implementasi perdamaian memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian, perdamaian mempunyai dampak yang penting bagi pembangunan ekonomi, dan perdamaian  memiliki hubungan yang erat. Perdamaian merupakan prasarat agar tercapainya kemakmuran dan pembangunan ekonomi. 
Perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia adalah kunci bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, karena perdamaian mengurangi ketidakpastian dan risiko, memberi dorongan positif bagi kegiatan investasi, baik investasi oleh pelaku usaha lokal, luar daerah dan investasi asing. Meningkatnya investasi fisik ini menyebabkan meningkatnya akumulasi modal fisik dalam negara atau daerah, dan meningkatkan minat untuk melakukan investasi sumber daya manusia.  Dengan adanya peningkatakan kompetensi sumber daya manusia dalam daerah menumbuhkan  kegiatan–kegiatan inovasi yang produktif. Tim Kajian MoU Helsinki dan Implementasi UUPA (2020:48-49).
Pada hakikatnya konflik berdampak buruk terhadap perekonomian, selain menghambat masuknya modal fisik dan membatasi modal manusia yang ada, selain itu mengakibatkan investor lokal, luar daerah dan investor asing mempertimbangkan atau tidak akan melakukan investasi kepada daerah yang berkonfik dengan pemerintah pusat, regulasi dan hal lainya yang diatur dala ketentuan.
Tidaklah mudah melakukan kesepakatan perdamaian yang sudah berjalan kurang lebih tiga dekade lamanya banyak korban berjatuhan dan harta benda, dengan berlangsung perdamaian yang telah tercipta ini perlu dirawat dan dijaga. Proses dan berlangsungnya perdamaian di Aceh berdasarkan MoU Helsinki terus mendapatkan perhatian dan pengawalan oleh Aceh Monitoring Mission (AMM), sebagai bentuk pengawasan pengawasan perdamaian di Aceh.
Tujuan dan harapan dari implementasi perdamaian selama ini adalah bisa membawa dampak positif dan kemajuan masyarakat Aceh khususnya untuk lebih baik lagi berdasarkan ciri khas, adat dan budaya Aceh oleh masyarakat Aceh itu sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Keterlibatan eks GAM dan masyarakat Aceh dalam membangun dan menjalankan pemerintahan merupakan salah satu hal yang sangat penting maka dari itu perlu dilakukan komunikasi politik, keberadaan partai lokal hari ini merupakan tempat bernaungnya seluruh eks GAM dan masyarakat Aceh. dengan demikian implementasi perdamaian di Aceh dapat terjaga dengan baik.
Rakyat yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya secara mandiri dan kokoh dengan prinsip dan komitmen. Kemandirian timbul dari perasaan berharga, kemampuan, penguasaan diri dan komitmen. Adanya kemampuan activity directed toward implementing the chosen identify element yaitu aktivitas yang terarah pada implementasi elemen identitas yang telah ditetapkan. Kemampuan emotional tone, nada emosi yang terungkap dalam bentuk keyakinan diri, stabilitas dan optimisme masa depan.
Kemampuan identification with significant other yaitu identifikasi dengan orang-orang yang dianggap penting yang ditunjukkan dengan sejauh mana rakyat mampu membedakan aspek positif dan negatif dari kandidat yang dianggap ideal olehnya. Kemampuan atau projecting one’s personal future sebagai kemampuan memproyeksikan dirinya ke masa depan yang ditandai kemampuan mempertautkan rencananya dengan aspek lain dalam kehidupan masa depan yang dicita-citakan rakyat.
Terakhir adalah resistence to being swayed yaitu sejauhmana rakyat memiliki ketahanan terhadap godaan-godaan yang bermaksud untuk mengalihkan keputusan yang telah ditetapkan. Tetap teguh pada keputusannya, tapi bukan anti-perubahan. Selanjutnya, lakukan proses komunikasi intrapersonal, keterlibatan internal secara aktif dari individu rakyat dalam pemrosesan simbolik dari terpaan pesan-pesan politik. Rakyat yang mampu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Karena dengan komunikasi intrapersonal dapat menjadi pemicu bentuk komunikasi lain yang lebih sehat.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berikut penjelasan dari diskriptif kualitatif, menurut Jalaluddin Rakhmat (2012:24) penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa, dan. penjelasan kualitatif adalah menurut Sugioyono (2013:1-2) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Oleh karena itu memang penelitian ini bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengindentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi perbandingan masalah yang sama dan belajar dari pengalaman menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang, tujuan akhirnya adalah berusaha mendiskripsikan strategi komunikasi politik yang digunakan politik partai lokal yang tepat, akurat dan strategi untuk komunikasi politik.
Penelitian kualitatif mengkaji perspektif informan dengan multi strategi, bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi informan, wawancara, strategi penelitian bersifat fleksibel, menggunakan aneka kombinasi dari teknik-teknik (rekaman, foto dan media lainya) untuk mendapatkan data yang valid (Lisa Harrison, 2009:85-96). Menganalisis data yang sudah ada baik dalam bentuk dokumen resmi, laporan, atau media yang membahas beberapa isu yang relevan dengan pengumpulan data dalam bentuk kualitatif (Lisa Harrison, 2009:91).

HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Hlk104634944][bookmark: _Hlk104634845]Strategi Komunikasi Politik Partai Lokal Terhadap Implementasi Perdamaian  Aceh.
Sejarah abad ketiga belas Aceh sudah dikenal sebagai pusat perdagangan di Asia tenggara hinga pada abad ketujuh belas Aceh terlibat dalam konflik antara Belanda dan Inggris. Kemudian pada tahun 1873 Belnda secara resmi menyatakan perang dan menyerang Aceh, hal ini terus berlangsung hingga masa penduduk jepang pada tahun 1942. 
Peserikatan Bangsa-Bangsa memperkasai sebuah kesepakatan untuk menyerahkan semua wilayah kolonial Hindia Belanda ke Negara Republik Indonesia pada tahun 1950, dengan demikian Aceh dianggap termasuk ke dalam republik yang baru ini meskipun tidak pernah secara resmi menjadi wilayah jajahan kolonial Belanda. Sejak tahun 1950 urusan politik dan ekonomi Aceh perlahan didominasi oleh Indonesia, bahkan menempatkan kehadiran militer Indonesia yang represif. 
Peristiwa tersebut membuat ketidak puasan terhadap situasi yang tidak menentu setelah bergabung dengan Indonesia membuat Tgk Daud Beureueh., memimpin sebuah perjuangan baru dalam kerangka otonomi di bawah payung Darul Islam perlawanan ini berakhir damai dengan janji-janji dari pemerintah Indonesia (Masa Soekarno), sayangnya kemudian hari
 perjanjian itu tidak terpenuhi. Sebagai dampak kekecewaan. Tgk Hasan di Tiro dengan format berbeba kembali melanjutkan perjuangan Aceh di bawah bendera GAM pada tanggal 4 Desember 1976. Pada masa iniliah muncul pertempuran sporadis, pada tahun 2003 pemerintah Indonesia menjadi wilayah darurat militer dan darurat sipil pada tahun 2004 yang membuat situasi Aceh semakin tidak menentu (Tim Kajian, 2019:83-84).
Proses pembentukan MoU Helsinki 15 agustus 2005. Perdamaian Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia tentu tidak begitu mudah dan cepat, ada proses yang dilalui yaitu perdebatan panjang kedua belah pihak, menguras energi dan memakan waktu panjang sehinga sampai saat ini kita bersama-sama dapat merasakan dan melihat hasil dari buah perdamaian kedua belah pihak tersebut dengan di tandai MoU Helsinki pada 15 agustus 2005 Firlandia, kesepakatan tersebut menghasilkan otonomi khusus tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
Kedua belah pihak yaitu Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia mengirim perwakilannya untuk berunding untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, GAM mengutuskan perwakilanya tokoh-tokoh yang tidak asing lagi dan mempunyai kapasitas dan kapabilitas cukup handal dalam berunding salah satunya anggota tim juru runding Gerakan Aceh Merdeka adalah Munawar Liza Zainal mantan Wali Kota Sabang periode 2006-2011.
Bagaimana proses perdamaian Aceh dan Pemerintah Pusat, berdasarkna  wawancara Munawar Liza Zainal sebagai anggota tim juru runding GAM merupakan pelaku sejarah perdamaian Aceh pada masa 15 agustus 2005 saat ini masih aktif di berbagai kegiatan untuk memberikan kontribusi pemikirannya membangun Aceh, masih teringat betul proses perdamaian yang panjang sehinga menemui titik temu kedua belah pihak,  konflik Aceh terjadi mengenai sejarah dan kedaulatan, masyarakat Aceh meyakini bahwa Aceh telah berdaulat sebelum Republik Indonesia diproklamasikan. pada  Tahun 1953, terjadi pemberontakan DI/TII, dapat diselesaikan pada masa itu memberikan kepada Aceh menjadi Daerah Istimewa.
Konsep Aceh sebagai Bangsa mulai diperkenalkan kembali oleh Tengku Hasan Tiro, menganggap Aceh sebagai successor state, sambungan dari kesultanan Aceh terdahulu. Pada masa penjajahan Belanda sama sekali tidak pernah menaklukkan Aceh sehingga kedaulatan Aceh tidak bisa diserahkan kepada Republik Indonesia. Singkat cerita pasca tumbangnya rezim pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 tepatnya pada tanggal 8 November 1999 sekitar satu juta warga sipil Aceh dari berbagai daerah dan didukung oleh GAM menuntut Referendum di Aceh. Tuntutan tersebut dimobilisir oleh kalangan intelektual Aceh yang terhimpun dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) salah satu terlihatnya muncul organisasi Masyarakat Sipil dan berkembang di Aceh. 
Perundingan pada masa itu bertahap dapat kita lihat dari masa ke masa, melalui Henri Dunant Center memfasilitasi  pada bulan Mei tahun 2000 Pemerintah RI melakukan dialog dengan GAM di Swiss (Davois dan Jenewa) untuk menghentikan aksi kekerasan. Pertemuan ini menghasilkan Nota Kesepahaman Bersama Jeda Kemanusiaan untuk Aceh I (Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh) dan Jeda Kemanusiaan II, dilanjutkan ke arah moratorium. Namun langkah ini tidak sanggup menghentikan kekerasan dan kontak tembak di lapangan setiap hari terus terjadi memakan korban kalangan masyarakat sipil, GAM dan TNI/Polri.  
Pada Februari 2002, kembali difasilitasi oleh HDC, Pemerintahan Presiden Megawati melakukan perundingan dengan GAM di Swiss untuk membahas tawaran otonomi khusus dan langkah awal penghentian segala bentuk permusuhan.  Namun, pihak GAM menolak tawaran otonomi khusus dan tidak bersedia dialog apabila dalam situasi tekanan. 
Pemerintah memaksakan prasyarat kepada GAM untuk menerima otonomi. GAM menolak prasyarat, selama  dialog berlangsung, masih terjadi kekerasan dan konflik senjata, walaupun telah ada kesepakatan untuk Jeda Kemanusiaan, Humanitarian Pause, namun tidak bertahan lama.
Henri Dunant Center sempat meminta bantuan beberapa tokoh internasional yang disebut dengan ‘Wise Men Group’ dalam proses perundingan. Mereka adalah Surin Pitsuwan mantan Menteri Luar Negeri Thailand, Tan Sri Musa Hitam mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Budimir Loncar mantan Menteri Luar Negeri Yugoslavia dan Anthony Zinni mantan Komandan Jenderal Korp Marinir Amerika Serikat (USMC).
Delegasi GAM dan RI tidak bertatap muka, dialog dimediasi oleh mediator (Proxy Meeting), tetapi dialog tidak berlanjut di karenakan pemerintah Indonesia pada masa itu  tidak menghentikan kekerasan, meminta tempat perundingan pindah dari Jenewa ke Jakarta atau Kuala Lumpur, karena pada masa itu pemerintah mulai meragukan kemampuan HDC untuk mendesak GAM mematuhi kesepatan yang akan dirundingkan. 
Pemerintah awalnya memindahkan tempat perundingan ke Jakarta ibu kota Indonesia. Namun, GAM menolak untuk berunding jika dilaksanakan tempatnya Jakarta. Kemudian GAM dan RI didesak oleh pemerintah Jepang dan Amerika Serikat untuk menerima tempat perundingan di Tokyo, pada tanggal 17-18 Mei 2003. Tetapi yang terjadi delegasi perundingan GAM ditangkap di airport ketika bertolak ke Tokyo. Sehinga pada masa itu, GAM berunding dengan tim perunding yang tidak lengkap, pemerintah mengultimatum GAM untuk terima otonomi, untuk sekian kalinya GAM menolak tawaran otonomi yang terjadi  dalam perundingan Tokyo tersebut adalah kegagalan pemerintah pusat untuk memberi otonomi kepada GAM.
Monitoring hanya dilakukan oleh Komite Bersama, yaitu perwakilan GAM, perwakilan pemerintah Indonesia dan HDC kalau melihat komposisi tersebut tidak ada tim monitor yang dianggap independen. Namun sangat di sayangkan masih adanya tekanan dari militer dan nasionalis di Jakarta untuk menyelesaikan konflik Aceh melalui cara kekerasan dan militer sehingga tidak dapat titik temu GAM menolak menyerahkan senjata dan TNI menolak menarik pasukan. Pada tanggal 19 Mei 2003 pemerintah Indonesia mengumumkan Darurat Militer di Aceh, diikuti dengan Darurat Sipil pada 2004. Tidak lama pemberlakuan Darurat Sipil terjadi musibah yang besar pada tanggal  26 Desember 2004 Aceh dilanda tsunami begitu dahsyat hampir seluruh wilayah Aceh rusak terkena stunami dan memakan korban jiwa begitu banyak.
Musibah tsunami  pada 26 Desember 2004 yang terjadi di Aceh merupakan duka mendalam rakyat Aceh, GAM mengumumkan “Unilateral Ceasefire”. Gencatan senjata sebelah pihak untuk menjamin keamanan bantuan kemanusiaan. Pemerintah dan GAM didesak oleh dunia Internasional untuk melanjutkan perundingan karena solusi militer tidak bisa menyelesaikan konflik. Perundingan dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), NGO Finlandia yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari dan didukung oleh Uni Eropa Perundingan berhadapan langsung dan melalui beberapa babak dari Januari 2005.
Musibah tsunami mengetuk hati kedua belah pihak dimana perundingan perdamaian GAM dan RI berakhir  di lokasi Helsinki di tandai dengan MoU, kedua belah pihak memperhatikan aspek kemanusiaan yang sedang dialami masyarakat Aceh setelah bencana dan tsunami, sebagaimana Damien Kingsbury bahwa perjanjian perdamaian di Aceh sangat dipicu oleh bencana tsunami yang membawa pihak yang berkonflik pada nilai-nilai moral kemanusiaan. Kelemahan pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana dan penderitaan rakyat Aceh dari konflik bersenjata dan tsunami menjadi perhatian besar dari kedua belah pihak.
Ada kata kunci dalam proses perundingan, yaitu: “nothing is agreed until everything is agreed” dan solusi ”self-government” untuk menggantikan otonomi,  Perundingan berjalan dengan menyepakati hal-hal yang bisa disepakati dan menunda yang masih tidak ditemukan titik-temu. Monitoring perdamaian, oleh tim yang melibatkan seluruh negara Uni Eropa ditambah dengan Norwegia, Swiss, dan negara-negara ASEAN. 
Tim perunding Pemerintah melibatkan seluruh kementerian dan didukung penuh oleh Presiden SBY dan wakilnya JK, sedangkan pihak GAM menurunkan seluruh pimpinan tertinggi untuk ikut perundingan, melibatkan tim suport dari diaspora Aceh, dan tim penasehat Internasional.  Salah satu kunci kesuksesan utama, GAM mampu mengontrol lapangan dan kombatan GAM menerima seluruh isi kesepakatan MoU, demikian juga dengan rakyat Aceh, pasca perdamaian, para pihak (GAM dan RI) menjalankan MoU dengan dimonitor oleh Aceh Monitoring Mission.
Pemerintah Republik Indonesia menarik semua TNI/Polri non-organik, GAM memotong semua senjata dan membubarkan TNA (Tentara Negara Aceh) organisasi kombatan GAM. Pemerintah Indonesia  mengesahkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur dan memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh menyelenggarakan pemerintahan secara otonomi khusus berdasarkan UUPA. Salah satunya adalah GAM bisa berpartisipasi dalam kancah politik pemilihan lima tahun sekali baik melalui partai politik atau calon independen sebagai kepala daerah dan dapat mendirikan partai lokal di Aceh oleh masyarakat atau GAM (Wawancara Munawar Liza Zainal sebagai anggota tim juru runding GAM, pada tanggal 14 April 2020) . 
Keberadaan MoU Helsinki tidak terlepas dari kerangka sistem HAM  internasonal yang merujuk kepada 2 konvensi HAM PBB (ICCPR dan ICESCR 1966) hal tersebut secara explisit tertulis dalam MoU. Dapat dipahami bahwa perdamaian adalah sebuah hak asasi sebuah kelompok masyarakat, apalagi dalam masa post-colonial. Hak asasi perdamaian merupakan tujuan dari hak untuk self-determination dalam Pasal 1 dari kedua konvenan di atas (Tim Kajian, 2019:98). Dalam nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mengukuhkan komitmen untuk pemecahan masalah secara damai, menyeluruh dan berkelanjutan bagi konflik di Aceh yang bermartabat bagi semua. 
Komunikasi dalam implementasi Keberlanjutan perdamain Aceh. Strategi komunikasi merupakan suatu konsep yang banyak diadopsi dari berbagai ilmu baik itu ilmu telekomunikasi, jurnalistik dan politik, strategi komunikasi salah satu perangkat bagian dari keseluruhan dalam berkomunikasi atau penghubung, hal tersebut tentu berdasarkan konteks yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan atau efektifitas komunikasi. 
Di dalam strategi komunikasi terdapat perencanaan, taktik, analisa dan perhitungan lapangan atau ekologi komunikasi, dengan tujuaan pelaksanaan sampai pada target sasaran. Oleh karena itu, strategi komunikasi dalam sebuah situasi tentu tidak mungkin terjadi persis sama, karena bisa ditemukan konteks lainnya. Namun demikian peran dan fungsi strategi komunikasi dalam sebuah lembaga atau aktivitas komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
Partai politik lokal di Aceh untuk kedekatan bersama insan pers media cetak sudah menjalin kerja sama dengan baik, ada statment di muat dalam media cetak tentu ini sebuah informasi pengetahuan kepada masyarakat mengenai aktifvitas dan suara perjuangan dari partai lokal kepada masyarakat.
Selain itu masyarakat dapat menyimpan setiap statmen untuk menginggatnya dan merupakan janji yang harus dipenuhi dan menjadi prioritas, yang perlu di ketahui bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran ini bisa berupa media elektronik maupun cetak. Saluran komunikasi politik ini merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan. Agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya kesatuan dan hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di partai politik tersebut. 
Komunikasi politik tidak dapat dilakukan secara internal saja tetapi juga eksternal. bahwa media massa mempengaruhi banyaknya informasi yang dimiliki orang tentang politik, ada empat konsekuensi apektif yang potensial keluar dari komunikasi politik sebagai berikut :
a. Seseorang bisa menjernihkan, atau mengkristalkan, nilai politik melalui komunikasi politik. 
b. Orang bisa memperkuat nilai melalui komunikasi politik, komunikasi karena orang secara selektif memperhatikan pesan yang cocok dengan pandangannya. 
c. 	Komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut. 
d. 	Apakah imbauan politik memindahkan orang dari persuasi yang satu ke persuasi yang lain.

Kampanye media sosial (virtual) mengenai partai politik calon kandidat dan lain sebagainya yang dipasang di platform digital termasuk media sosial akan digemari. strategi  ide-ide politik dari partai politik lokal dengan dana kampanye yang kecil dapat terdistribusi luas ke public melalui media online yang tersedia (facebook, instagram, twitter, youtube dan lain sebagainya). Partai juga akan semakin besar dan dikenal oleh masyarakat luas menjalankan kampanye politik modern (media online).
Sudah hampir seluruh warga negara baik nasional dan internasional mengembangkan media sosialnya sendiri untuk melakukan komunikasi dan mencari informasi terbaru, karena pada saat ini sosial media sudah mampu terhubungan antara sesama aplikasi sosial media maupun berbagai hal yang berhubungan dengan media online. 
Karena komunikasi lebih banyak tejadi dengan menggunakan sosial media, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, dan politik semuanya menggunakan media sosial yang merupakan sarana komunikasi jarak jauh, sangat efektif menggunakannya sebagai sarana promosi kampanye partai politik seperti pemilihan presiden, kepala daerah dan pemilhan legislatif dapat di akses 24 jam tanpa harus keluar rumah dan berkumpul di suatu tempat. 
Ada pergeseran strategi kampanye, kalau dulu harus mengumpulkan masa pada satu titik lapangan terbuka untuk mendengarkan orasi dari politisi, namun saat ini, melalui media masa menyebarkan informasi baik vidio, gambar dan narasi  untuk berkampanye yang dapat di jangkau oleh semua orang.
Menurut Tarmizi Ketua DPP PNA menyebutkan strategi politik melalui Media komunikasi yang masih sangat kurang dan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang. Seharusnya dalam mengkomunikasikan konsep ataupun pemikiran partai kepada kader nya kita dapat menggunakan media sosial, seperti WhatsApp, tweeter, YouTube atau aplikasi lain yang saat ini banyak berkembang, namun pemanfaatan media tersebut memerlukan skill khusus baik dalam pengelolaan atau pun dalam membuat narasi dalam konten kampanye. 
Sementara di saat yang sama kita dihadapkan dengan partai politik nasional yang mempunyai anggaran besar untuk membayar tenaga profesional yang di pekerjakan untuk kepentingan politiknya. Selain itu, mereka juga menguasai sejumlah media strategis yang mampu mengurus utamakan perspektif mereka dalam menghadapi perang politik antar partai.  Saya melihat partai yang berbasis nasional sangat berkepentingan agar partai lokal ditinggalkan pemilihnya. Sebagai contoh, mereka sangat serius mengkampanyekan kegagalan Aceh dalam mengentaskan kemiskinan di saat Aceh dipimpin oleh partai lokal.
Keterangan dari Syamsul Bahri Ketua Umum DPP PNA menjelaskan mengenai komunikasi melalui media online, saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan (PNA) kami katakan pada masyarakat yang mendukung kami bahwa kita ini ingin hidup lebih baik, kita (PNA) harus menjelaskan kepada masyarakat  melalui saluran media yang tersedia sebagai penguna media online PNA aktif menggunakan Facebook, Twitter, Instagram dan juga kami mempunyai website resmi untuk mengumumkan sikap resmi partai pada publik. Untuk keahlian (expert) media komunikasi masih sangat kurang dan kwalitas sumber daya manusia yang masih tertingal.
Melalui media online yang ada saat ini dunia moderen teknologi tentu sangat disayangkan tidak mengunakan strategi media masa oleh partai politik lokal tidak menggunakannya sebagai media informasi dan edukasi kepada masyarakat visi misi partai politik lokal untuk di kenal tingkat Aceh, Nasional dan Internasional ini merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh tim kreator partai politik lokal.
Penguna media sosial saat ini terus meningkat tajam, begitu juga semua data dan informasi sekejap di dapatkan, persaingan saat ini untuk memperkenalkan partai politik lokal harus mengubah pola moderen melalui teknologi, manfaat media online partai politik lokal membuat narasi, vidio, gambar atau lainnya sebagai bentuk edukasi kepada pemilih pemuda dan masyarakat mejadi bagian dari partai politik lokal.
Strategi komunikasi baik melalui media masa atau non media masa perlu dilakukan oleh partai politik lokal tentu, kalau melihat saat ini komunikasi yang terjalin parlok dan masyarakat sudah terbangun dengan baik namun perlu mengelola hubungan yang sudah terbagun agar tetap terjaga dan partisipasi rakyat kepada parlok lebih tinggi. Komunikasi yang terbangun tidak terputus, kalau melalui media online bisa saja terputus karena pertimbangan akun pengguna beralih kepada pihak lain atau sebaliknya, dan bisa saja menjadi tempat menyebarkan berita atau informasi yang tidak dapat dipertangungkan ke absahannya, hal tersebut tentu merugikan salah satu pihak baik itu popularitas dan eletabiltas kader atau partai politik jatuh oleh orang-orang yang tidak bertangung jawab.
Komunikasi politik pada dasarnya melibatkan pesan politik dari aktor-aktor politik tingkat lokal dan nasional berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan, tentu setiap orang memiliki pengertian atau pandangan  berbeda tentang politik sesuai dengan tingkat pengalaman dan pengetahuannya.
Dalam proses politik, komunikasi politik berperan penting, terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan. Proses ini berlangsung di semua tingkatan masyarakat dan di setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu dan kelompok.
Partai politik lokal tentu sangat leluasa dan mempunyai strategi komando yang baik karena kepengurusan partai politik lokal merupakan eks kombatan GAM yang memiliki wilayah masing-masing dan menunggu perintah panglima, kalau dilihat komunikasi kepengurusan partai politik lokal masih dalam konteks satu komando sehinga menguntungkan strategi seperti ini yang tidak dapat di jangkau oleh partai politik nasional di setiap sudut Gampong (Desa).
Salah satu fungsi dari komunikasi politik yang perlu dilakukan oleh partai politik adalah penyampaian informasi-informasi yang ada di partai politik terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik sendiri. Fungsi komunikasi politik sangat menentukan dalam pelaksanaan program partai politik karena dalam melaksanakan program harus adanya kesatuan antara komunikator dan komunikan yang ada di partai politik tersebut. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota.
Partai politik lokal harus mengunakan strategi dalam berpolitik karena selain melakukan komunkasi dengan pemerintah pusat tentu partai lokal bersaing dengan partai nasional tentu mempunyai kapasitas yang mempuni dalam berpolitik. Selain itu, parlok menjaga kepercayaan masyarakat Aceh dan menjadi salah satu tempat perjuangan GAM yang dulu melalui senjata kini melalui politik maka mau tidak mau parlok harus melakukan strategi untuk menguasai kursi legislatif dan eksekutif.
Maka dari itu secara umum dalam komunikasi, maka pihak yang menjadi tujuan disampaikannya sesuatu pesan disebut sebagai penerima (receiver), atau khalayak. Komunikasi bisa dilakukan antar partai politik lokal dan seluruh eks kombatan GAM oleh Paduka Wali Nanggroe Aceh yang bisa melakukan komunikasi kepada dua pimpinan partai politik lokal untuk melakukan komunikasi, pesan dan menyusun strategi politik untuk menjaga perdamaian dan mensejahterakan masyarakat Aceh. 
Penerima pesan yaitu kedua partai politik lokal (PA dan PNA) akan memprakarsai penyampaian suatu pesan dan komunikasi politik melalui sayap organisasi partai lokal, eks kombatan, dan melalui tokoh-tokoh masyarakat di seluruh wilayah Aceh melalui satu komando, dan melalui media masa cetak dan online dalam menyebar luaskan pesan  kepada seluruh masyarakat Aceh dengan demikian di dalam pemilihan umum partai politik lokal bisa menguasai kursi legislatif dan menjabat eksekutif (kepala daerah).
Pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat luas oleh partai politik lokal dalam hal ini tujuan dan semangat keberadaan partai lkal dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui ide dan konsep yang lahir MoU Helsinki direpresentasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200 tentang Pemerintahan Aceh. dengan demikian tujuan akhir dari penerima pesan tersebut adlah masayarakat untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi kepada partai lokal. 
Komunikasi yang dibangun dalam hal ini melalui media cetak dan media online memiliki jaringan luas dan mudah diakses oleh masyarakat, dampak yang muncul dari Strategi komunikasi politik yang terbangun bisa mendapatkan tempat tersendiri pada masyarakat sehinga meraih kemenangan mutlak di Aceh oleh partai politik lokal.   
4.2 
KESIMPULAN
Konflik GAM –RI sangat berpengaruh terhadap kehidupan politik, keamanan, dan ekonomi. Provinsi Aceh diberikan hak otonomi khusus yaitu menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu di dalam konsiderat UUPA adalah pembentukan  partai politik lokal di Aceh, ini merupakan hasil komunikasi politik saat perundingan MoU Helsinki dapat diartikan bahwa sumber (komunikator) adalah eks Gerakan Aceh Merdeka melalui partai politik lokal untuk membangun komunikasi, strategi politik selanjutnya adalah partai politik lokal (PA dan PNA) bisa menguasai pemerintahan Aceh (legislatif dan eksekutif) melalui pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Strategi komunikasi politik yang digunakan oleh partai politik lokal yaitu melalui medai cetak dan media online (elektronik) untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Aceh, dengan tujuan akhir bisa melakukan dan menginisiasi kebijakan politik, pembentukan regulasi (qanun), dan menyerap aspirasi, pesan yang diterima oleh masyarkat dengan menunjukan sikap dukungan penuh kepada parlok, selain itu dampak dari penguasaan lembaga legislatif dan eksekutif oleh partai lokal merupakan nilai tawar  kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan perjanjian MoU Helsinki di Aceh, ini merupakan strategi komunikasi politik partai politik lokal untuk menjaga perdamaian.
Keseriusan dan komitmen untuk memelihara perdamaian di Aceh harus di pegang teguh oleh para pihak  untuk menuntaskan apa yang belum tuntas dalam perjanjian MoU Helsinki. Komunikasi yang dibangun oleh partai politik lokal untuk mewujudkan perdamaian di aceh, melalui sarana pengguasan penuh kursi legislatif dan eksekutif oleh partai  lokal (PA dan PNA) dan bersatu kembali dalam satu komando Gerakan Aceh Merdeka,  maka pengelolaan pemerintahan daerah berjalan sesuai harapan dan cita-cita MoU Helsinki, selain itu melahirkan qanun dan keputusan politik mengenai kesejahteraan masyarakat, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat memiliki sikap tanggungjawab dalam merawat perdamaian dan saling bahu-membahu membangun Aceh.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo N. (2019). Desentralisasi  dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Malang. Intrans Publising.
Ahmad Farhan Hamid, (2019). Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh. Banda Aceh. Bandar Publishing.
Ahmad Farhan Hamid. (2019). Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh. Banda Aceh. Bandar Publishing.
Ahmad Muttaqin. Demokrasi dan Sistem Kepartaian “Menimbang Partao Lokal di Indonesia”. Vol. 10. No. 1.PP 41-51.  20 September 2019.  Banten. Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik”.
Ahmad  Murodi. Otonomi Khusus dan Partai Politik Lokal : Analisis Kebijakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 tentang Partai Politik Lokal. Vol. 1. Edisi XIX. PP 76-87. 13 Mei 2019. Kota Tangerang-Banten. Pelita-Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah.
Abduh Rahmat Rosyadi, , Yennie Milono & Andi Muhammad Asrun. Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh : Sesuaikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Vol. 21. No 2. Agustus 2019. PP 273-294. Banda Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
Burhan Bugin. (2005) Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis keArah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Bogdan C Robet & Biklen Sari Knopp. (1998). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and methods. Boston: Aliyn and Bacon, Inc. 
Bower J.W & James J.B. (1982). Issues in communication theory: a metatheoritical analysis, communication yearbook 5. Sage Publication. 
Budiardjo M. (2004). Demokrasi di Indonesia: demokrasi parlementer dan demokrasi pancasila. Jakarta. Gramedia. 
Baran S.J. (2012). Pengantar komunikasi massa: Melek media dan budaya. Jakarta. Penerbit Erlangga 
Firmanzah. (2007). Political marketing Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 
Firmanzah. (2010), Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, dan Marketing Poitik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Ernestus Lalong Teredi. (2021). Strategi Gerakan Politik Keterlibatan : Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Adat. Vol 12. No 1. 27 April  2021. PP. 158-173. Jakarta. Politika : Jurnal Ilmu Politik. 
Gun Gun Heryanto. (2018). Problematika Komunikasi Politik. Yogyakarta. IRCiSod.
Henessy B. (1990). Pendapat umum, terjemahan Airuddin Nasution, Jakarta. Erlangga. 
Haryanto. (1984). Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, Yogyakarta. Liberty.
Haryanto. (2010). Media di bawah dominasi modal: ancaman terhadap hak atas informasi dalam azasi. Edisi Maret – April 2010.
Ilham Syahputra & Ratih Baiduri. Eksistensi Partai Politik Lokal Pada Era Otonomi Khusus Aceh. Vol. 16. No. 1. Edisi Juni 2018. PP 1-6. Medan. Jurnal Antropologi Sumatera.
John W Creswell. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and  Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications.
Jalaluddin Rahmat. (2012). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung. Remaja Rosdakarya.
Lisa Harrison. (2009). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta. Kencana.
Klepper. (1980). Advertising procedure. New Jersey. Prentice Hall Inc
M. Hamdan Basyir.  (2008). Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi. Jakarta. Pustaka Pelajar-P2P LIPI
Muhammad Hasan. (2003). Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
Moleong Lexy J. (1995). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosda Karya. 
Mujibussalim & Feisal Akbar. Eksistensi Partai Politik Lokal Di Aceh. Vol 2. No 2. PP 230-247. Juli 2017. Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah.
Noeng Muhadjir. (2007). Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta. Rake Sarasin. 
Nazir M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Niffenegger P.B. (1989). Strategi for Succes From The Political Marketers, Denmark. The Journal of Consumer Marketing. 
Otto Syamsuddin Ishak. (2011). Aceh Paska Konflik: Kontestasi Nasionalisme. Banda Aceh. Bandar Publishing.
Payerli P. Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. Vol. 5. No.1. PP 51-59. 2017. Medan. Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik UMA.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
Rusadi Kantaprawira (1999). Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar. Yogyakarta. Kanisius.
Sugiyono.(2005). Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta
	     .(2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung. Alfabeta.
Tim Kajian. (2019). Kajian & Advokasi MoU Helsinki dan UUPA Dalam Aspek Normatif (Doktrinal). Banda Aceh.  Syiah Kuala University Press.

Tim Kajian. (2020). Kajian MoU Helsinki & UUPA Dalam Aspek Implementasi (Empiris). Banda Aceh. Syiah Kuala University Press. 

Toni Andrianus Pito, Efriza dan Kemal Fasyah. (2019). Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung. Nuansa Cendekia.
Topo Santoso & Ida Budhiati. (2019). Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Jakarta. Sinar Grafika.
Takada, H. Chalattas, C. Kramer, T, (2009). International Marketing and Communication, ed 10. New York: The McGraw-Hill Companies.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe
Zainor Ridho. (2019), Pengantar Ilmu Politik. Malang. Intrans Publising.




103
Copyright © 2020 Persepsi : Communication Journal. This is an open acces article under 
the CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

